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ABSTRACT

SUSTAINABLE EMPOWERMENT: VILLAGE TOURISM ACCESS STRATEGY AS A SHIELD FROM ILLEGAL GOLD
MINING ACTIVITIES USING HEAVY EQUIPMENT. Sungai Telang Village is endowed with abundant natural resources,
characterized by pristine water, picturesque hills, stunning waterfalls, preserved village forests, and a network of tributaries flowing
around residential settlements. These natural potentials hold tremendous opportunities for development through optimal management.
However, the presence of gold deposits in this region has attracted illegal mining activities using heavy equipment that threatens the
sustainability of these natural resources. Although the community has conducted conventional resistance through various rejection
actions, these efforts have not been sufficiently effective in permanently stopping mining activities. This research employs a sustainable
empowerment approach and Participatory Action Research to facilitate the community in identifying and formulating relevant
strategies to permanently cease illegal mining operations. Through this approach, the community is expected to play an active role in
protecting and preserving their village's natural resource potential sustainably. Thus, environmental conservation efforts can progress

alongside community welfare improvement through sustainable and environmentally friendly village potential development. The
results of this research are expected to serve as a community-based natural resource management model that can be adapted by other
villages facing similar challenges. This study will contribute to the growing body of literature on community-based environmental
conservation and sustainable resource management in developing regions. The findings will provide valuable insights into effective
strategies for combating illegal mining while promoting sustainable local development.

Keywords: Sustainable empowerment, tourism village, illegal gold mining.

ABSTRAK

Desa Sungai Telang merupakan kawasan yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, ditandai dengan keberadaan
air yang jernih, rangkaian perbukitan yang menawan, air terjun yang memukau, hutan desa yang lestari, serta jaringan anak sungai
yang mengalir mengelilingi permukiman penduduk. Seluruh potensi alam ini menyimpan peluang besar untuk dikembangkan melalui
pengelolaan yang optimal. Namun, keberadaan kandungan emas di wilayah ini telah mengundang aktivitas penambangan ilegal
dengan penggunaan alat berat yang mengancam kelestarian sumber daya alam tersebut. Meskipun masyarakat telah melakukan
perlawanan secara konvensional melalui berbagai aksi penolakan, upaya ini belum cukup efektif untuk menghentikan aktivitas
pertambangan secara permanen. Pemberdayaan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan berkelanjutan dan Participatory Action
Research untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi dan merumuskan strategi yang relevan guna menghentikan
pertambangan ilegal secara permanen. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam melindungi dan
melestarikan potensi sumber daya alam desa mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan dapat
berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang dapat
diadaptasi oleh desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa. Temuan ini akan memberikan wawasan berharga mengenai
strategi efektif untuk memerangi penambangan liar sekaligus mendorong pembangunan lokal yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Kunci: Pemberdayaan berkelanjutan, desa wisata, pertambangan emas ilegal
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PENDAHULUAN

Masyarakat desa kerap berada di bawah tekanan dalam mempertahankan keunikan potensi
wilayahnya akibat konsekuensi pembangunan (Resa, 2022). Namun ada pula kelompok
masyarakat yang berada di bawah tekanan kelompok masyarakat mapan yang menjadikan
mereka maupun sumber daya alam yang mereka miliki sebagai sasaran eksploitasi. Salah satu
bentuk eksploitasi sumber daya alam yang kentara khususnya di Provinsi Jambi adalah
pertambangan emas ilegal.

Dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi, lima di antaranya memiliki
aktivitas pertambangan emas ilegal. Sebagaimana dilansir dari salah satu media online lokal, luas
area pertambangan di tahun 2022 meningkat sebesar 8,3% dari tahun sebelumnya. Dengan
meluasnya wilayah aktivitas pertambangan ilegal tersebut, maka jumlah masyarakat yang
terdampak tentunya juga meningkat. Di kabupaten Bungo sendiri di mana lokasi kelompok
masyarakat sasaran pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan luas area pertambangan
emas ilegal sebesar 30,5%.

Tabel 1. Daftar kabupaten dan luas area pertambangan emas ilegal di provinsi Jambi

Luas Area Pertambangan Emas Ilegal Per Tahun (ha)

Kabupaten 2020 2021 2022
Sarolangun 15.254 15.659 15.878
Merangin 15.812 15.857 16.072
Bungo 5.611 6.748 8.801
Tebo 2.851 4.090 5.101
TeboKerinci 29 7 44
Total 39.577 42.361 45.896

Sumber: KKI Warsi (2022)

Desa Sungai Telang Kecamatan Bathin Tiga Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
merupakan salah satu target sasaran aktivitas pertambangan emas ilegal menggunakan alat berat.
Uniknya, desa tersebut diberkati Tuhan dengan limpahan potensi sumber daya alam yang
berbasis di sepanjang aliran sungai. Jika pertambangan emas ilegal dibiarkan, maka dampak
buruknya akan sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal, semua potensi sumber
daya alam yang dimiliki desa akan sirna peluangnya untuk dimaksimalkan dalam pengelolaan
potensi. Salah satu dampak buruk terbesar aktivitas pertambangan tersebut adalah air menjadi
keruh. Air sebagai sumber air bersih bagi masyarakat setempat akan kehilangan fungsinya. Air
terjun sebanyak 18 titik lokasi yang tersebar di 12 aliran anak sungai akan kehilangan muruahnya
untuk dikunjungi oleh para peminat pariwisata. Lubuk Larangan (baca; Sari et al., 2016) sebanyak
10 titik lokasi yang juga tersebar di sepanjang aliran anak sungai akan punah karena
mengandalkan air bersih.

Aktivitas pertambangan emas ilegal menggunakan alat berat di Desa Sungai Telang telah
dilakukan sejak tahun 2021. Aktivitas tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat lokal melainkan
pihak luar yang didanai yang memiliki kekuatan relasi kuasa dengan beberapa pemerintah
daerah (menurut penuturan warga). Di awal, para penambang berjanji tidak melakukan aktivitas
yang mengarah ke aliran sungai. Namun semakin lama dibiarkan, aktivitas mereka sampai juga
di tepian sungai yang berdampak pada keruhnya air sungai yang menjadi sumber air bersih bagi
masyarakat lokal. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebelumnya, kesadaran
masyarakat berhasil terbangun terkait pentingnya menjaga sumber daya alam yang dimiliki.
Setelah pemberdayaan tersebut, masyarakat kemudian melakukan aksi penolakan sebanyak dua
kali dan berhasil menghalau keluar alat-alat berat yang melakukan aktivitas pertambangan.
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Gambar 1. (a) aksi penolakan pertama kegiatan pertambanangan, (b) aksi penolakan kedua, dan (c)
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oelh pertambangan

Dalam konteks Sungai Telang, kesadaran kolektif dari masyarakat sangat dibutuhkan
mengingat besarnya ancaman kerusakan sumber daya alam serta hilangnya peluang pengelolaan
potensi sumber daya alam akibat pertambangan. Masyarakat Sungai Telang sudah sampai pada
kesadaran kolektif tersebut, di mana mereka meyakini bahwa untuk menolak dan menghalau
aktivitas pertambangan dibutuhkan bukan sekadar komitmen bersama, tetapi juga aksi bersama
dalam bentuk bergegas melakukan pengelolaan potensi.

Adapun bentuk pengelolaan potensi yang tepat bagi masyarakat Sungai Telang adalah
pengembangan pariwisata berbasis desa wisata. Tidak sekedar mewujudkan destinasi wisata,
tetapi masyarakat perlu melanjutkan ke tahap mengakses status desa wisata sebagai bentuk
legalitas desa untuk bebas dari aktivitas pertambangan. Untuk mewujudkan hal tersebut,
pemberdayaan berkelanjutan akan sangat membantu masyarakat lokal menjaga potensi sumber
daya alam yang dimiliki. Mengapa harus pemberdayaan berkelanjutan? Pertama, kesadaran
kolektif masyarakat yang merupakan syarat terjadinya pemberdayaan berkelanjutan (Junaid &
Salim, 2019) telah terbangun di Desa Sungai Telang. Kedua, pemberdayaan berkelanjutan akan
memfasilitasi masyarakat Sungai Telang sebagai kelompok marginal keluar dari
ketidakberdayaan (Raj et al.,, 2022). Ketiga, pemberdayaan berkelanjutan sangat dibutuhkan
dalam pengembangan pariwisata berbasis desa wisata (Rochman, 2016). Dan keempat,
masyarakat lokal meminta untuk tetap didampingi dalam bentuk pemberdayaan berkelanjutan
karena masih minimnya pengetahuan untuk mengakses desa wisata.

Oleh karena itu, pemberdayaan ini bertujuan memfasilitasi Masyarakat Sungai Telang
mengidentifikasi dan menentukan pendekatan strategis yang relevan untuk menghentikan
pertambangan emas illegal menggunakan alat berat secara permanen di Desa Sungai Telang.

BAHAN DAN METODE

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat Sungai Telang
sebagaimana telah dipaparkan di awal, maka metode pemberdayaan yang digunakan adalah
Participatory Action Research (PAR). PAR digunakan untuk menguatkan kesadaran kolektif
(Dudgeon et al., 2017) masyarakat Sungai Telang terkait pentingnya “memotong” rantai aktivitas
pertambangan emas ilegal melalui pemberdayaan yang di dalamnya memuat partisipasi,
penelitian dan tindakan (Benjamin-Thomas et al., 2018)

Pemberdayaan ini menggunakan tiga tahapan PAR (Chevalier, 2019). Pertama,
mengorganisir kegiatan pemberdayaan serta mengumpulkan pengetahuan. Di tahapan ini
senada dengan tahap to know (Afandi, 2017) yaitu membangun proses enkulturasi dan
mengetahui kondisi nyata dalam konteks masyarakat Sungai Telang. Kedua, masyarakat
mendefinisikan dan melakukan analisis kritis terhadap masalah yang mereka hadapi atau
dikenal juga dengan tahap to understand (Afandi, 2017). Dan ketiga, merencanakan serta
melaksanakan rencana tindakan penyelesaian masalah yang dihadapi. Tahapan ini merupakan
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tahap to plan dan to action (Afandi, 2017) di mana pemberdayaan memfasilitasi masyarakat
Sungai Telang melakukan analisis rencana strategis hingga merealisasikan rencana strategis
tersebut (aksi).

Untuk mengorganisir kegiatan pemberdayaan dan mengumpulkan pengetahuan, digunakan
transek dan pemetaan wilayah (Cain, 2014) guna memfasilitasi masyarakat mengamati sumber
daya yang mereka miliki sekaligus memetakan permasalahan yang tengah dihadapi. Selanjutnya,
agar masyarakat dapat mendefinisikan dan menganalisis masalah yang dihadapi, digunakan
analisis pohon masalah dan pohon harapan (Afandi, 2017). Terakhir, untuk merencanakan dan
melaksanakan tindakan, digunakan analisis gap masalah, harapan dan program kegiatan (Afandi,
2017), dan untuk merealisasikan program pemberdayaan digunakan pendekatan focus group
discussions (Budiman et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan; Proses Mengumpulkan Pengetahuan

Pemberdayaan diawali dengan mengumpulkan pengetahuan bersama masyarakat
menggunakanan teknik transek wialayah. Penelusuran wilayah fokus pada potensi sumber daya
alam yang memiliki peluang wisata dengan melibatkan peneliti, perangkat desa, dan perwakilan
pengurus Pokdarwis sebagai bentuk mobilisasi masyarakat lokal turut terlibat dalam produksi
pengetahuan. Sembari penelusuran dilakukan, setiap peserta mengidentifikasi pengetahuan
yang dibutuhkan untuk membangun argumen bahwa Sungai Telang layak menjadi desa wisata.

Setelah penelusuran dilakukan, kemudian disusun peta potensi sumber daya alam yang
memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata.
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Gambar 3. Peta potensi sumber daya alam Desa Sungai Telang yang memiliki peluang wisata

Desa Sungai Telang memiliki setidaknya 18 titik lokasi air terjun berbasis di sepanjang aliran
sungai yang telah teridentifikasi memiliki peluang wisata. Sementara di sekitar perumahan
penduduk yang juga berbasis pada aliran Sungai, terdapat sepuluh titik Lubuk Larangan (baca;
Sari et al., 2016). Di belakang permukiman warga atau sisi selatan dari kantor Desa terdapat bukit
Puhong yang telah mendapat beberapa sentuhan untuk dikembangkan mejadi objek wisata
namun belum memenubhi kriteria destinasi wisata. Bukit Puhong sendiri berada di kawasan
Hutan Desa yang dimiliki Sungai Telang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:
SK.301/Menhut-1I/2012 seluas +1.000 Hektar.

Analisis Kritis terhadap Masalah yang Dihadapi

Mengingat pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbasis masalah yang dihadapi oleh
masyarakat Sungai Telang, maka strategi pemberdayaan yang digunakan adalah analisis pohon
masalah, analisis pohon harapan, dan analisis gap antara masalah, harapan, dan program
pemberdayaan. Analisis pohon masalah dan pohon harapan digunakan agar masyarakat mampu
mendefinisikan dan menganalisis masalah yang dihadapi (Afandi, 2017). Sementara analisis gap
masalah, harapan dan program pemberdayaan digunakan untuk merencanakan dan
merealisasikan program pemberdayaan (Afandi, 2017).
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Dampak Negatif Masyarakat belum memiliki rancangan Masyarakat belum memiliki rencana
kegiatan yang dapat dilakukan untuk komprehensif mengoptimalkan potensi
menghentikan pertambangan dalam bentuk pengelolaan potensi

4 L

Inti Masalah Belum ada pendekatan strategis untuk menghentikan pertambangan emas illegal

menggunakan alat berat secara permanen
I I

Masalah Utama Belum ada  inisiatif =~ membangun Belum ada arahan dari dinas

komunikasi dengan pemerintah daerah Kebudayaan dan Pariwisata terkait
regulasi desa wisata
I I

Penyebab Utama Belum ada wupaya serius mengakses Belum ada upaya serius mengakses
dukungan dari pihak luar untuk status desa wisata sebagai asas legalitas
menghentikan aktivitas pertambangan menghentikan pertambangan

I I

Akar Masalah Belum adanya dukungan stakeholders atau Masih terbatasnya pengetahuan dan
pemerintah daerah baik dalam bentuk kapasitas masyarakat untuk bergegas
advokasi maupun jejaring kerja dalam mengembangkan desa wisata
pengembangan desa wisata

Gambar 4. Hierarki analisis pohon masalah

Melalui analisis pohon masalah diketahui permasalahan mendasar yang tengah dihadapi
oleh masyarakat Sungai Telang adalah belum adanya pendekatan strategis untuk menghentikan
pertambangan emas illegal secara permanen.

Tujuan akhir

Rencana tindak lanjut dari hasil pertemuan

Menyusun rencana pengembangan

advokasi maupun jejaring kerja dalam

pengembangan desa wisata

p»| dengan pemerintah daerah desa wisata berkelanjutan
L A
Tujuan Mendapat dukungan dari pemerintah daerah untuk menghentikan aktivitas
pertambangan emas illegal menggunakan status desa wisata
| |
Target Melakukan pertemuan dengan pemerintah Mendapat  arahan  dari  Dinas
daerah Kebudayaan dan pariwisata terkait
akses tatus desa wisata
I I
Sasaran antara Mengakses dukungan dari pemerintah Memahami regulasi mengakses status
p| daerah untuk menghentikan aktivitas desa wisata
pertambangan
I I
Program Belum adanya dukungan stakeholders atau Masih terbatasnya pengetahuan dan
»| pemerintah daerah baik dalam bentuk kapasitas masyarakat untuk bergegas

mengembangkan desa wisata

Pendampingan membangun

Gambar 5. Hierarki analisis pohon harapan

Setelah merumuskan hierarki analisis pohon masalah, selanjutnya dilakukan analisis pohon
harapan. Terdapat dua target yang diharapkan dapat tercapai. Pertama, melakukan pertemuan
dengan pemerintah daerah. Dan kedua, mendapat arahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
terkait akses status desa wisata.
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Rencana dan Aksi Pemberdayaan

Setelah analisis pohon masalah dan pohon harapan, selanjutnya dilakukan analisis gap
masalah, harapan dan strategi program pemberdayaan. Terdapat dua strategi program yang
akan digunakan dalam pemberdayaan ini yaitu; pertama, edukasi membangun jejaring kerja
dengan stakeholders atau pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata. Dan kedua,
pendampingan membangun pengetahuan dan kapasitas masyarakat untuk bergegas melakukan

pengembangan desa wisata

Tabel 2. Analisis gap masalah, harapan dan strategi program

Masalah Harapan Strategi Program
Belum ada inisiatif =~ Melakukan pertemuan Edukasi membangun jejaring kerja
membangun komunikasi  dengan pemerintah  dengan stakeholders atau pemerintah
dengan pemerintah daerah daerah daerah dalam mengembangkan desa

wisata

Belum ada arahan dari dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
terkait regulasi desa wisata

Mendapat arahan dari
Dinas Kebudayaan dan
pariwisata terkait akses

Pendampingan membangun
pengetahuan dan kapasitas
masyarakat mengembangkan desa

tatus desa wisata wisata

Minimnya sumber daya manusia menjadi masalah yang serius dalam pengembangan desa
wisata (Guan et al., 2019). Dalam konteks Sungai Telang, mengingat kesadaran pengembangan
desa wisata telah terbangun, masalah berikutnya adalah bagaimana kualitas masyarakat
melakukan pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Pemberdayaan ini kemudian
memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis pengembangan awal desa wisata yang melibatkan
narasumber lokal yang kompeten dalam pengembangan desa wisata. Kegiatan tersebut
dilaksanakan menggunakan pendekatan focus group discussions.

Gambar 6. Fasilitasi penguatan kapasitas pengembangan desa wisata

Melalui fasilitasi peningkatan kapasitas pengembangan desa wisata, dipahami bahwa
dalam pengembangan desa wisata dibutuhkan proses yang berkelanjutan. Selain dibutuhkan
keterlibatan setiap unsur masyarakat yang menjadi aktor pengembangan desa wisata, peran
perangkat daerah juga sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi akses bagi Desa Sungai Telang
memiliki status desa wisata.
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Gambar 7. Fasilitasi membangun jejaring kerja

Selanjutnya dilakukan fasilitasi membangun jejaring kerja. Fasilitasi ini dimaksudkan untuk
memfasilitasi membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Untuk mengakses status desa
wisata, salah satu proses yang harus dilalui adalah mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Melalui kegitan tersebut, disepakati untuk segera melakukan pertemuan dengan Bupati atau
Wakil Bupati Kabupaten Bungo guna menyampaikan permasalahan pertambangan dan wacana
pengembangan desa wisata.

Gambar 8. Membangun jeja;ring kerja dengan Wakil Bupati

Pertemuan dengan pemerintah daerah kemudian dapat terealisasi yakni dengan Wakil
Bupati di rumah dinasnya. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa, pengurus Pokdarwis,
dan peneliti menyampaikan konteks sumber daya alam Desa Sungai Telang yang memiliki
peluang pariwisata terancam oleh aktivitas pertambangan emas illegal menggunakan alat berat.
Kemudian disampaikan pula analisis pentingnya segera mengembangkan destinasi wisata untuk
mengakses status desa wisata sebagai Upaya permanen melindungi seluruh potensi sumber daya
alam dari aktivitas pertambangan. Wakil Bupati merespon positif hal tersebut dan bersedia
memfasilitasi Masyarakat Sungai Telang untuk melindungi alamnya dengan program
pengembangan desa wisata berkelanjutan.

Tak berselang lama, Wakil Bupati kemudian berkunjung ke Desa Sungai Telang Bersama
Camat Kecamatan Bathin III Ulu. Dalam kunjungan tersebut, terdapat dua agenda sebagai
bentuk penguatan menghentikan aktivitas pertambangan, pertama, Wakil Bupati bersama
masyarakat melakukan ritual adat dengan membaca Surat Yasin bersama setelah Shalat Jum’at.
Ritual adat tersebut diyakini oleh masyarakat lokal dapat memberikan efek berupa “kesulitan”
bagi para pelaku pertambangan emas illegal menggunakan alat berat.
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(@)

(b)
Gambar 9. (a) Sambutan Wakil Bupati dalam ritual adat pembacaan surat Yasin, (b) diskusi Wakil
Bupati dengan Masyarakat Sungai Telang

Kedua, diskusi Wakil Bupati dengan Masyarakat Sungai Telang. Kegiatan tersebut diawali
dengan pemaparan peneliti tekait konteks sumber daya alam yang memiliki peluang pariwisata
dan analisis peluang pengembagan desa wisata sebagai upaya menghentikan aktivitas
perambangan secara permanen. Dalam diskusi tersebut, disepakati dua hal yaitu, keterlibatan
Masyarakat dalam pengembangan desa wisata dan pertemuan kembali dengan Wakil Bupati
dengan melibatkan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan desa wisata.

Gambar 10. FGD dengan Wakil Bupati

dan beberapa perangkat daerah

Berikutnya, focus group discussions dengan Wakil Bupati dan beberapa perangakat daerah
sebagai agenda terakhir dari rangkaian kegiatan pemberdayaan ini dapat terealisasi. Kegiatan
tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Eselon Satu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayan dan Pariwisata, Camat bathin III Ulu, Warsi,
perangkat desa, Pokdarwis, dan peneliti yang di kantor Bupati Kabupaten Bungo. Isu
pengembangan Desa Sungai Telang sebagai desa wisata direspon positif oleh masing-masing
perangkat daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengusulkan agar segenap unsur yang
terlibat dalam pengembangan desa wisata Sungai telang segera menyiapkan persyaratan-
persyaratan untuk mengajukan status desa wisata. Salah satu syarat pertama yang harus diakses
adalah menyiapkan minimal satu destinasi wisata. Sementara Wakil Bupati menyatakan bersedia
memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait manajemen pengelolan
pariwisata. Selain itu, Wakil Bupati juga meminta Pokdarwis dan perangkat desa untuk segera
Menyusun master plan pengembangan desa wisata.
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Pembahasan

Pemberdayaan dimaknai beragam oleh banyak pakar (Drydyk, 2017). Dalam konteks
masyarakat Sungai Telang, pemberdayaan dimaksudkan untuk membantu masyarakat sebagai
kelompok rentan melalui tindakan dan program sosial (Chen et al., 2017) untuk mewujudkan
transformasi sosial (Zhao et al., 2022). Dengan kata lain, transformasi sosial bagi masyarakat
Sungai Telang hanya akan terjadi melalui pemberdayaan. Wujud transformasi sosial yang
dimaksud dalam pemberdayaan ini berupa usaha mengakses status desa sebagai tameng dari
aktivitas pertambangan emas ilegal menggunakan alat berat.

Pengelolaan potensi desa dalam bentuk pengembangan pariwisata berbasis desa wisata di
Desa Sungai Telang dimaksudkan untuk menjaga sumber daya alam serta lingkungan desa agar
tetap terjaga keasriannya (Istiyanti, 2020) karena syarat dari suatu desa wisata adalah turut
terjadinya konservasi lingkungan desa (Rochman, 2016). Di beberapa daerah, pemberdayaan
pengembangan desa wisata merupakan program pemerintah daerah dalam mengentaskan
kemiskinan (Atok et al., 2022). Di Desa Sungai Telang sendiri, belum ada program pemerintah
daerah terkait pengembangan desa wisata. Maka kemudian, pemberdayaan ini memfasilitasi
masyarakat mengakses dukungan dari pemerintah daerah untuk mengakses pengembangan
pariwisata berbasis desa wisata yang teresertifkasi.

Berdasarkan hasil kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Bungo di Desa Sungai Telang dan
focus group discussions dengan beberapa perangkat daerah, pemerintah daerah ikut mengecam
aktivitas pertambangan emas illegal menggunakan alat berat dan menyaranakan segera
mengakses status desa wisata sebagai acuan legalitas pelarangan aktivitas pertambangan.
Masyarakat Sungai Telang yang dikoordinir pemerintah desa dan Pokadarwis perlu bergegas
melakukan pengembangan minimal satu destinasi wisata sebagi salah satu syarat pengajuan
status desa wisata, dan dalam jangka panjang mengembangkan seluruh potensi desa menjadi
pariwisata berbasis desa wisata berkelanjutan (Kafabih, 2023). Selain itu, master plan juga sangat
penting untuk segera dirumuskan agar menjadi pengembangan pariwisata berbasis desa wisata
di Desa Sungai Telang menjadi terarah.

Penting diketahui bahwa untuk mewujudkan aktivitas pengembangan desa wisata,
masyarakat perlu menjadi inisiator, bertindak sebagai pelaksana, dan sebagai penerima manfaat
(Laraswai et al., 2020). Maka kemudian, idealnya pengembangan desa wisata tidak hanya
mengandalkan Pokdarwis (Sukmawati, 2022), tetapi juga melibat-aktifkan masyarakat lokal
sehingga terbangun kesamaan kebutuhan akan pengembangan desa wisata. Peran aktif
masyarakat lokal merupakan instrumen yang sangat diperlukan dalam pengembangan
pariwisata pedesaan, juga untuk mencapai tata kelola pariwisata yang efektif (Bichler, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelusuran wilayah di Desa Sungai Telang, terdapat 18 titik lokasi air
terjun, 10 titik Lubuk Larangan, dan Bukit Puhong yang dapat dikelola dalam pengembangan
pariwisata berbasis desa wisata secara berkelanjutan. Potensi-potensi tersebut terancam
aksistensinya oleh aktivitas pertambangan emas ilegal menggunakan alat berat. Maka kemudian
Masyarakat harus bergegas mengidentifikasi dan menentukan pendekatan strategis yang relevan
untuk menghentikan pertambangan. Setelah melalui tahapan identifikasi dan analisis kritis
terhadap masalah yang dihadapi, masyarakat menentukan akses desa wisata sebagai strategi
yang dianggap efektif menghentikan aktivitas pertambangan.
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Untuk mewujudkan hal tersebut pemberdayaan ini melakukan fasilitasi penguatan kapasitas
pengembangan desa wisata dan fasilitasi membangun jejaring kerja. Dua kegiatan tersebut
ditindak-lanjuti dengan pertemuan Pokdaris, pemerintah desa, dan Wakil Bupati yang disusul
dengan kunjungan Wakil Bupati ke Desa Sungai Telang sebagai bentuk dukungan kepada
masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan. Dan terakhir, focus group discussions
dengan Wakil Bupati dan beberpa perangkat daerah yang melahirkan agenda pengembangan
pariwisata berbasis desa wisata berkelanjutan bagi masyarakat Sungai Telang.

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Telang masih terbatas pada Pokdarwis
dan perangkat desa, belum mencakup seluruh lapisan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya,
direkomendasikan pengembangan model pemberdayaan yang lebih partisipatif dengan
melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya Pokdarwis dan perangkat desa. Selain itu,
pengembangan kapasitas masyarakat dalam resolusi konflik juga perlu menjadi fokus
pemberdayaan selanjutnya.
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